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Pengantar

Tulisan ini merupakan ringkasan laporan hasil “Riset Mendalam tentang Potensi Intoleransi dan Radikalisme 
di Kalangan Perempuan di Lima Wilayah” yang dilaksanakan Wahid Foundation (WF) bekerja sama dengan 
Centre for Strategic and International Studies (CSIS) atas dukungan UN Women.

Riset yang diselenggarakan pada September-November 2017 ini bertujuan untuk menjawab empat pertanyaan 
pokok: Sejauhmana kebijakan-kebijakan di tingkat nasional dan lokal mendukung atau tidak mendukung peran 
perempuan dalam mencegah ekstremisme? Bagaimana peta umum jejaring aktor dan kelompok perempuan 
intoleran dan radikal di masing-masing wilayah penelitian? Apa saja faktor-faktor kunci yang mendorong 
keterlibatan perempuan dalam ekstremisme sekaligus upaya pencegahannya? Bagaimana inisiasi dan usaha-
usaha pencegahan yang dilakukan aktor-aktor dan komunitas-komunitas lokal, termasuk kegiatan ekonomi, 
berikut dampaknya? Hasil dari riset ini diharapkan memperkaya hasil-hasil riset dan kajian dalam isu perempuan, 
intoleransi dan radikalisme di Indonesia.

Wilayah riset yang dipilih adalah Kota Depok, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor untuk Jawa Barat; Kota Solo, 
Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sukoharjo (atau dikenal dengan sebutan Solo Raya) untuk Jawa Tengah; dan, 
Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu dan Kabupaten Sumenep untuk Jawa Timur.

Selain alasan jumlah kasus intoleransi dan radikalisme yang meningkat, penelitian ini memilih area studi 
tersebut karena juga merupakan daerah sasaran program WISE (Women Participation for Inclusive Society), 
salah satu program Wahid Foundation yang bertujuan untuk mencegah intoleransi dan radikalisme di kalangan 
perempuan dan kelompok rentan (Wahid Foundation-CSIS, 2018: 25).

Penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut: kajian literatur (literature review), wawancara mendalam 
(in-depth interview), dan diskusi terfokus (focus group discussion). Jumlah responden penelitian ini sebanyak 358 
orang yang terdiri dari mantan narapidana terorisme, pejabat pemerintah, aktivis organisasi masyarakat, serta 
komunitas perempuan di lima daerah penelitian. Dari 358 responden, 186 di antaranya perempuan.

Jalur Terpapar Menuju Radikalisme

Riset ini mengeksplorasi definisi radikalisme yang dirumuskan Omar Ashour (2009: 4-6). Menurut dosen senior 
Institute of Arab and Islamic Studies, Universitas Exeter Inggris ini, hal yang membedakan gerakan radikal dan 
moderat terletak pada dukungan terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi seperti misalnya legitimasi  
pluralisme, kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, sistem pemilihan umum dan lainnya. Jika kelompok 
moderat mendukung nilai dan prinsip itu, maka kelompok radikal cenderung menolaknya.

Ashour kemudian membagi gerakan radikalisme dalam dua tipologi: radikalisme ideologis (ideological 
radicalism) dan radikalisme tingkah laku (behavioral radical). Kelompok pertama adalah mereka yang secara 
ideologis menolak nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi, namun tidak setuju dengan penggunaan cara-cara 
kekerasan. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dapat dimasukan dalam kelompok ini. Sedang kelompok kedua, selain 
menolak nilai dan prinsip demokrasi, mereka juga mendukung atau berpartisipasi dalam aksi kekerasan untuk 
menggantikannya. Jemaah Islamiyah masuk dalam kategori ini (Wahid Foundation-CSIS, 2018: 13-16). 
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Radikalisme dalam penelitian ini dimaknai sebagai sikap dan gerakan yang menginginkan perubahan tatanan 
sosial-politik secara fundamental lewat cara-cara ekstrem yang revolusioner, yang didasarkan pada pemahaman 
ajaran agama tertentu. Sementara itu, intoleransi diartikan sebagai sikap, tindakan, atau kepercayaan yang tidak 
bisa menerima ajaran-ajaran atau perilaku-perilaku kelompok tertentu yang tidak sesuai dengan kelompoknya 
sendiri (Wahid Foundation-CSIS, 2018: 13-16).

Dalam studi Ashour, proses radikalisasi umumnya berlangsung dari tahap intoleransi, radikalisasi ideologi, dan 
kemudian radikalisasi perilaku (Ashour, 2009: 5). Harus dicatat di sini bahwa radikalisme bukanlah gejala khas 
Islam. Ia terjadi pada agama dan kepercayaan lain, dan untuk tujuan yang beragam, dari politik hingga ekonomi. 
Misalnya saja radikalisme di sebagian kalangan dalam agama Buddha di Myanmar atas isu etnis Rohingya.

Namun demikian, proses radikalisasi tidak selalu linear, malah cenderung kompleks. Orang seperti Peter 
Neumann percaya bahwa tindakan kekerasan radikal sesungguhnya dibentuk, bukan natural. Maksudnya, 
radikalisme dipengaruhi banyak faktor, dan bukan begitu saja lahir. Dia menyimpulkan pandangan tersebut 
setelah meneliti gerakan radikalisme dan upaya penanganannya di 15 negara. Menurutnya lima tahapan berikut 
bisa membuat seseorang terpengaruh radikalisme:

Diagram 2. Proses Terpapar Radikalisasi Dikembangkan dari Konsep Peter Neumann
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Dia mencontohkan kasus pengikut ISIS. Umumnya mereka dari latar belakang ‘biasa-biasa’ saja dalam 
masyarakat. Mereka bukan orang yang religius, tidak merasa sukses, dan kurang bergaul. Mereka memiliki 
kebutuhan emosional pada perasan memiliki (sense of belonging) atau terlibat dalam suatu hal yang lebih 
besar dari dirinya (Wahid Foundation-CSIS, 2018: 19). Pada tahapan inilah mereka tiba pada titik jenuh berupa 
situasi di mana seseorang tidak merasa kebutuhan emosional pada perasaan memiliki dan diterima oleh 
masyarakat terpenuhi. 

Meski demikian, titik jenuh tidak dapat dikatakan serta-merta langsung menyebabkan orang bertindak radikal. 
Ketidakadilan dapat dirasakan siapa saja. Proses yang menentukan selanjutnya adalah faktor-faktor lain seperti 
individu-individu yang berpengaruh untuk menguatkan narasi doktrin ideologi tertentu seperti tokoh agama. 
Pengaruh lain bisa juga datang dari orang yang dianggap memiliki nasib yang sama, yang dapat menjadi panduan 
sehingga tindakan dan aktivitas kekerasan seperti normal dengan sentuhan dalil-dalil keagamaan untuk 
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menjawab kebutuhan mereka. Ideologi radikal lantas ‘mampu’ menjelaskan rasa ketidakadilan yang mereka 
alami dengan menjadikan ‘sistem yang salah’ sebagai kambing hitam. Tindakan kekerasan selanjutnya dapat 
mereka lakukan karena dipengaruhi oleh “normalisasi kekerasan”, proses menjadikan kekerasan menjadi hal 
biasa dan tidak salah.

Dalam psikologi, titik jenuh ini lebih dekat dengan situasi burnout atau sindrom kelelahan. Burnout yang 
lebih banyak digunakan dan diteliti di tempat kerja merupakan masalah multidimensional. Saat seseorang 
mengalaminya maka ia akan cenderung mengalami kelelahan fisik, emosional, dan mental yang diakibatkan karena 
keterlibatan dalam situasi yang penuh emosional (dinamakan exhaustion). Ahli lain mengatakan bahwa burnout 
menyebabkan seseorang memiliki kecenderungan dehumanisasi, cenderung menarik diri dari lingkungannya 
(dinamakan cynicism), dan merasa apa (tugas, aktivitas) yang dijalankan menjadi berat, tidak berdaya(dinamakan 
ineffectiveness) (Maslach, 1993: 19-32).

Perempuan: Agen Perdamaian dan Tantangan Radikalisme

Banyak bukti untuk membangun argumen jika perempuan merupakan kelompok penting dalam membangun 
toleransi dan perdamaian. Perempuan menjadi pihak yang terlibat dalam upaya-upaya rekonsiliasi konflik di 
masa-masa awal republik berdiri. Bahkan kaum perempuan dari ormas-ormas keagamaan terlibat aktif bersama 
kaum laki-laki dalam kemerdekaan republik Indonesia (Jamhari, 2003: 84). 

Dibanding negara-negara di Timur Tengah, kaum perempuan Indonesia jauh lebih baik dalam mendapatkan 
hak-haknya mereka secara adil. Organisasi perempuan keagamaan turut andil dalam membangun pemahaman 
keagamaan yang lebih terbuka dan otonom. Indonesia kini juga memiliki banyak kebijakan yang berusaha 
mendorong pengarusutamaan gender dan perlindungan mereka dari kekerasan. Misalnya ratifikasi Konvensi 
tentang Hak Politik Perempuan melalui UU No. 68 Tahun 1958; Konvensi Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melalui UU No. 7 Tahun 1984; Inpres No. 9/2000 Tentang 
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang dikeluarkan di masa Presiden Abdurrahman 
Wahid dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011 Tentang Pedoman 
Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender. Begitupun Kebijakan kuota 30 persen perempuan untuk 
anggota legislatif. 

Hanya saja, Indonesia tidak sepi dari kasus-kasus keterlibatan perempuan dalam aksi intoleransi, radikalisme, 
bahkan dalam bentuk terorisme. Dalam kasus terorisme pada tahun 2016, setidaknya enam perempuan telah 
ditangkap atas tuduhan terlibat dalam aksi terorisme. Angka ini, walaupun terkesan kecil, namun jumlahnya 
meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Beberapa nama tersebut antara Dian Yulia Novi, Arinda Putri 
Maharani dan Anggi alias Khanza mantan Tenaga Kerja Wanita di luar negeri (IPAC, 2017: 1). 

Perubahan tren ini salah satunya disebabkan oleh perubahan strategi ISIS sejak 2013. Sejak posisi yang makin 
terdesak di Suriah dan Irak, ISIS mengubah taktik perjuangan yakni kegiatan amaliyah yang dilakukan dengan 
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cara apa saja dan dimana saja. Perubahan strategi ini juga memberi ruang lebih terbuka bagi kalangan perempuan 
untuk lebih aktif sebagai aktor, mulai dari menyebarkan informasi di dunia maya untuk menambah simpatisan, 
merencanakan teror, membuat bahan peledak, hingga mengeksekusinya di lapangan.

Sejumlah studi menyebutkan posisi perempuan dalam radikalisme memiliki peran yang tidak selalu sama 
dengan laki-laki. Misalnya menjadi ibu yang berperan krusial mendidik anak dan menciptakan generasi 
muda pelaku teroris; pelindung (protectors yang berperan dalam menyembunyikan, menyelamatkan, serta 
memberikan tempat aman terhadap teroris; dan, pejuang (combatants), yang berkontribusi secara aktif dalam 
aksi-aksi kekerasan radikal, antara lain sebagai penggalang dana, fasilitator transaksi, dan pelaku pengeboman 
(Cunningham, 2008: 87-95). Dalam budaya patriarki, perempuan dinilai memiliki kelebihan tersendiri (merit 
advantage) (Zedalis, 2008: 50). Yakni, persepsi bahwa perempuan dipandang tidak berbahaya ketimbang laki-laki. 

Namun yang penting dicatat adalah bahwa keterlibatan perempuan dalam proses intoleransi dan radikalisme 
tidak bisa ditangani dengan cara serupa dengan laki-laki. Ini terkait dengan konteks pengalaman hidup dan 
relasi gender yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Dalam situasi patriarki, perempuan juga cenderung memiliki 
sikap intoleran jika interaksinya dengan dunia di luar terbatas, atau dengan kata lain hanya berada di level 
rumah tangga (Tessler, 2008: 348-349). 

Temuan-temuan

Riset ini menghasilkan enam temuan utama:

Pertama, Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang mendorong kehidupan yang toleran, 
menjamin hak-hak kemerdekaan beragama, melarang siar kebencian (hate speech), dan memiliki undang-
undang untuk menangani terorisme. Namun begitu, masih ada peraturan perundang-undangan yang dinilai 
turut mempengaruhi meningkatnya intoleransi, pelanggaran kebebasan beragama, dan dukungan atas aksi-
aksi terorisme. Misalnya, PNPS 1965 tentang Penodaan Agama atau Peraturan Bersama Dua Menteri tentang 
pendirian rumah ibadah. Dua aturan ini sering digunakan kelompok intoleran dan radikal dalam aksi-aksi 
penyesatan, penolakan pembangunan rumah ibadah, bahkan kekerasan terhadap minoritas.

Di beberapa daerah dalam penelitian ini, selain terdapat kebijakan yang mendukung upaya penguatan toleransi 
dan perdamaian, ada pula aturan dan kebijakan yang dikhawatirkan menumbuhsuburkan intoleransi dan 
radikalisme. Misalnya, pelarangan Ahmadiyah di Kota Depok yang didasarkan kepada Peraturan Walikota Depok 
No. 9 tahun 2011 Tentang Pelarangan Ahmadiyyah yang merupakan turunan dari Peraturan Gubernur Jawa 
Barat No. 12 tahun 2011 Tentang Pelarangan Aktivitas Ahmadiyyah dan SKB Tiga Menteri tentang Ahmadiyyah. 

Kedua, saat ini, pemerintah dan DPR tengah merevisi UU Anti-Terorisme. Ada kebutuhan untuk menyiapkan 
pasal-pasal yang menyasar isu-isu penting dalam perkembangan terorisme seperti mengatasi orang-orang 
yang pergi ke luar negeri untuk bergabung sebagai kombatan. Sayangnya, rancangan Undang-Undang ini tidak 
banyak membahas usaha-usaha pencegahan keterlibatan perempuan dan anak dalam aksi terorisme atau yang 
mengarah pada terorisme. Padahal kecenderungan terakhir keterlibatan perempuan dan anak dalam isu ini 
harus menjadi perhatian serius. Keterlibatan perempuan seperti Dian Yulia Novi ataupun Ika Puspitasari dan 
juga anak-anak seperti Brekele dalam aksi terorisme 2 tahun terakhir merupakan fakta yang tidak dapat 
dikesampingkan.



8

Ketiga, Indonesia juga sudah memiliki aturan yang kuat untuk mendorong pengarusutamaan gender dan 
pemberdayaan perempuan di tingkat nasional dan lokal. Namun begitu, pada praktiknya masih terdapat 
berbagai kekangan sosial yang diskriminatif terhadap perempuan. Misalkan, walaupun sudah ada persyaratan 
akan adanya 30% perwakilan perempuan di parlemen, hingga kini, karena adanya bias kompetensi dan 
halangan-halangan domestik bagi perempuan, tingkat keterwakilan perempuan di parlemen hanya 17,32% 
(Koalisi Perempuan Indonesia, 2017). Riset ini masih belum mendapatkan data yang lebih kuat untuk melihat 
hubungan dan dampak dari kebijakan diskriminatif terhadap perempuan dalam meningkatkan intoleransi dan 
radikalisme.  

Keempat, di beberapa daerah penelitian, ditemukan sejumlah aktor perempuan yang terafiliasi dengan 
organisasi-organisasi yang dapat dikategorikan radikal, baik tanpa atau dengan kekerasan. Misalnya, Muslimah 
HTI di Bogor dan Mujahidah FPI serta Mujahidah MMI di Solo. Di Bogor, Solo dan Malang, riset ini juga 
menemukan adanya perempuan-perempuan yang terhubung dengan ISIS dan pro-Jemaah Islamiyah (JI) serta 
Al-Qaeda. Namun begitu, tidak setiap istri pelaku terorisme bisa digolongkan berpaham radikal dan bagian 
dari jaringan ideologis kelompok ini. Misalnya kasus DC di Depok dan kasus BE di Bogor yang bahkan 
tidak tahu bahwa suaminya aktif dalam kelompok teroris. Di beberapa daerah terdapat kelompok yang 
selalu mengangkat isu-isu penegakan hukum berdasarkan syariat Islam seperti LUIS di Solo ataupun FPI di 
Klaten. Perempuan yang menjadi deportan dan kelompok istri jaringan teroris pro-ISIS Abu Jandal ditemukan 
di Malang, sementara kelompok perempuan yang terkait dengan kelompok radikal Jema’ah Islamiyah dan 
kelompok pro-Al Qaeda terdapat di Depok, Bogor, Solo dan Malang. 

Riset juga menemukan jika proses rekrutmen jejaring ini menyasar mahasiswi di kampus-kampus negeri di 
Depok, Bogor dan Malang. Perekrutan dilakukan kepada mahasiswa-mahasiswi baru, terutama yang berasal 
dari luar daerah dan mencari pertemanan atau komunitas Islami. Strateginya melalui mentoring di kampus, 
talk show dan pengajian yang bermula dari hal-hal ringan seperti tutorial pemakaian hijab, lalu masuk ke isu-isu 
kontemporer seperti masalah penodaan agama dan kondisi Muslim di Rohingya. 

Kelima,  “titik jenuh” merupakan faktor pendorong radikalisme yang umum ditemukan dalam riset, khususnya 
di kalangan gerakan radikal. Titik jenuh muncul ketika mereka merasa gagal memaknai hidup mereka dan 
kemudian beralih mendalami agama. Seseorang tidak berarti langsung radikal karena ingin mendalami agama, 
tapi terjadi ketika memperoleh interpretasi ajaran-ajaran intoleran dan radikal dalam proses pencairannya. 
Pada tahap ini titik jenuh yang sudah mengarah pada radikalisme mendapatkan dukungan normalisasi 
kekerasan dari tokoh berpengaruh dalam organisasi radikal.

Misalnya terlihat dalam kasus SA di Solo, DA di Depok, BB di Bogor. Proses titik jenuh dialami saat SA 
bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Malaysia dan setelah itu berusaha memperdalam agama. DA juga 
mulai jenuh dengan hidupnya dan suatu ketika mulai mempertanyakan mengapa hidupnya begitu-begitu saja 
dan mula tertarik mendalami agama melalui pengajian yang sudah diikuti temannya yang lebih dulu aktif 
dalam pengajian ini. Adapun BB merasa jenuh dengan pekerjaan dan karirnya sebagai manajer asuransi. Meski 



9

memiliki kekayaan yang cukup untuk membiayai keenam anaknya untuk hidup dan liburan ke luar negeri, BB 
memilih ingin ke Suriah untuk hidup di negara berdasarkan hukum Islam yang menjanjikan. 

Selain faktor pendorong, terdapat beberapa faktor penarik. Salah satu yang paling kuat, faktor relasi sosial-
personal, melalui hubungan kekeluargaan maupun pertemanan yang menjadi alasan bagi perempuan untuk 
mendukung kelompok intoleran dan radikal.

Relasi personal yang paling umum adalah melalui relasi suami-istri. Perempuan menjadi rentan dipengaruhi 
pasangannya, khususnya karena kepercayaan di kelompok mereka yang menganggap suami adalah pemimpin 
dan perempuan diposisikan sebagai pihak yang harus patuh terhadap apa yang suami katakan. Walaupun perlu 
dicatat bahwa tidak semua kasus radikalisasi perempuan karena mengikuti suami. Misalnya seorang istri sudah 
radikal tanpa pengaruh suami seperti dalam kasus BB maupun BC di Bogor, dan SA di Solo. 

Relasi lain melalui pertemanan. Seperti terlihat di jaringan perempuan dalam jaringan pro-ISIS di Solo. Mereka 
aktif berdiskusi melalui Whatsapp dan Facebook untuk memberikan bantuan dana jika salah satu anggota 
mereka sedang membutuhkan. 

Faktor penarik lain adalah ideologi yang mampu menarik perhatian seseorang yang sedang mengalami titik 
jenuh dan melakukan pencarian. Narasi yang dikembangkan kelompok radikal seringkali mudah dipahami, 
menjawab masalah sehari-hari dan memiliki detail interpretasi yang rinci, dan jelas mengenai Islam yang 
‘benar’ versi mereka. Informasi itu juga mudah dicari melalui online maupun offline, termasuk mudahnya 
menjangkau ustaz dan ustazahnya yang berada di sekitar mereka. Faktor pengaruh ideologi ini ditemukan 
paling banyak di wilayah perkotaan seperti di Depok dan Bogor, jika dibandingkan di daerah pedesaan seperti 
Sumenep.

Faktor penarik ketiga adalah tawaran ekonomi. Iming-iming bahwa khilafah Islam akan lebih memperbaiki 
kondisi ekonomi diminati oleh perempuan yang berasal dari kelompok ekonomi lemah. 

Kelompok-kelompok intoleran dan radikal juga aktif merekrut mereka yang kesulitan untuk diterima oleh 
masyarakat, misalnya kalangan ibu-ibu yang kesulitan untuk menyekolahkan anaknya di sekolah umum karena 
masalah ekonomi maupun administratif. Mereka mendekati kelompok ibu-ibu itu agar menyekolahkan 
anaknya ke sekolah yang ideologinya sejalan dengan mereka. Di daerah penelitian, ustaz dan ustazah kelompok 
intoleran dan radikal sangat aktif mengajar agama, bahkan tidak meminta bayaran saat mereka berceramah, 
berbeda dari tokoh moderat pada umumnya. Kelompok intoleran dan radikal juga memberi tawaran modal 
usaha bagi perempuan yang ingin membuka usaha. 

DA, istri dari seorang narapidana teroris berinisial KD. KD sendiri terlibat dalam camp pelatihan Aceh 
tahun 2010 yang digerebek Densus 88. Usai lulus sekolah menengah atas, DA kemudian bekerja selama 
tiga tahun di sebuah pabrik telepon seluler di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Ketika itu ia belum mengenakan 
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jilbab. Pengetahuan agama diakuinya sangat terbatas. Ia mulai belajar tertarik mendalami agama ketika sudah 
beberapa kali bertemu dengan teman sekolah dasar. Temannya inilah yang kemudian mengajaknya mengikuti 
pengajian-pengajian. Setelah itu ia mengenakan jilbab. DA rajin mengikuti pengajian sepanjang 2002-2009. Dari 
sinilah cara pandang keagamaannya terbentuk.

Lewat komunitas pengajian ini ia mengenal KD yang saat itu bekerja di salah satu kantor sebuah partai. 
Sebelumnya KD sudah terlibat dalam pengajian-pengajian yang dilakukan komunitas Jemaah Tabligh dan 
Majelis Mujahidin. KD sudah banyak terlibat dalam pengajian-pengajian kelompok lain seperti Jemaah Tabligh, 
Salafi, dan Majelis Mujahidin. Setelah beberapa lama bekerja sebagai petugas keamanan, ia memutuskan keluar. 
Sebab partai tersebut dianggap kurang cocok dengan ide-ide keagamaannya yang harus lebih total dalam 
berjihad. Setelah keluar, KD lebih intens dengan jaringan JI pimpinan Umar Patek dan ia menjadi salah satu 
yang ditangkap dalam kasus camp pelatihan Aceh tahun 2010. 

Sumber: Wawancara dengan DA, 16 September 2017, Depok. 

BB, perempuan berusia 45 tahun, merupakan salah seorang deportan yang dikembalikan oleh pemerintah 
Turki saat dia, suami, dan anak-anaknya mencoba menyeberang ke Suriah. Ia berusia sekitar 45 tahun. Belum 
diperoleh data yang cukup untuk mengetahui proses radikalisasinya. Tapi ia mengaku belajar agama dari 
banyak ulama yang dikenalnya. Salah satunya Arifin Ilham. 

Bersama suami ia sepakat pergi ke Suriah. Pasangan suami-istri ini membawa serta keenam anaknya. Mereka 
menjual rumah, mobil, dan barang-barangnya untuk berangkat ke Suriah melalui Turki. Pilihan tersebut diyakini 
sejalan dengan hadis yang mengatakan “ketika tinggal di negara yang tidak diberlakukan hukum Islam, maka 
umat muslim wajib hijrah”. 

Hingga saat ini, BB masih memiliki pandangan yang negatif terhadap Barat. Menurutnya kekejaman yang 
dilakukan ISIS seperti disaksikannya melalui media umum dan sosial merupakan rekayasa zionis yang ingin 
menguasai dunia. Ia juga menilai jika non-muslim berkuasa, akan menindas muslim seperti yang dialami muslim 
Rohingnya atau di Poso. BB tidak suka etnis Tionghoa sebab mereka dianggap suka berjudi, membenci kaum 
muslim dan tengah menyusun kekuatan untuk menindas muslim. Ia tidak puas dengan kepemimpinan Presiden 
Jokowi yang dianggapnya sama saja dengan presiden sebelumnya. Pemerintahan belum berhasil memberikan 
kebutuhan dasar yang murah pada warga. Contohnya biaya listrik yang tetap mahal. 

Sumber: Wawancara dengan BB, 19 September 2017, Bogor. 

SA kini istri ketiga dari OS, mantan narapidana teroris yang dulu dipenjara karena membantu menyembunyikan 
seorang teroris buronan polisi. SA berasal dari Dieng, Jawa Tengah. Orang tuanya tidak berasal dari organisasi 
Islam tertentu. Proses radikalisasi SA tidak terjadi akibat bertemu dengan suaminya, namun terjadi secara 
independen sebelum dia menikah dengan OS. Jalan terpapar radikalisasi SA bermula dari tahun 2003.
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Di tahun itu, SA bekerja sebagai TKW di Malaysia. Karena dia dekat dengan seorang laki-laki dan sempat 
diketahui oleh polisi syari’ah bahwa dia sempat bermalam di rumah orang tersebut, mereka dipaksa menikah. 
Beberapa bulan setelah itu SA mengandung. Namun tak lama setelah itu mengalami keguguran. Dikarenakan 
kondisinya yang semakin parah, SA dipulangkan balik ke Indonesia. Beberapa bulan setelah menetap di 
Indonesia, kondisi SA membaik dan diketahui bahwa dia masih mengandung. 

Mengetahui informasi ini, suami SA menuduhnya selingkuh dan bercerai. Selama Sembilan bulan mengandung, 
SA mengalami depresi yang, setelah anaknya lahir, berkembang menjadi penyakit bipolar yang dideritanya. 
Sebagai cara menanggulangi penyakitnya ini, SA sering belajar melalui internet tentang depresi dan bipolar. 
Setelah terus membaca, akhirnya SA informasi-informasi keagamaan dari jaringan kelompok Salafi-Wahabi di 
Jawa Tengah. 

Upaya tersebut berlanjut hingga tahun 2009. Ia kemudian mengikuti anti-kristenisasi dan sempat bergabung 
dengan Saving Islam Team yang membawanya ke berbagai negara termasuk Filipina untuk menyebarkan Islam. 
Selain itu ia juga intens mengikuti pengajian melalui media sosial dengan tokoh-tokoh yang berafiliasi dengan 
HTI. Melalui aktivitas itu ia mengenal OS. Menurut SA, aksi terorisme adalah sebuah aksi yang seharusnya 
dibenarkan. Aksi tersebut merupakan pembelaan diri dari sebuah umat yang terzalimi dan tidak dilindungi 
oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab (misalnya negara).  Dia menjelaskan bahwa umat Islam 
itu pada saat menjadi minoritas selalu ditindas, sedangkan jika nanti terdapat khilafah dan umat Islam berkuasa, 
agama-agama lain tidak akan ditindas.

Sumber: Wawancara dengan SA, 11 Oktober 2017, di Surakarta.

Keenam, sudah terdapat inisiasi dan usaha dari kelompok “toleran” dalam merespons intoleransi dan 
radikalisme di kalangan perempuan, langsung maupun tidak langsung, yang ditemukan di seluruh wilayah 
penelitian. Umumnya mereka berasal dari organisasi keagamaan moderat seperti Nahdlatul Ulama dan 
Muhammadiyah, termasuk organisasi sayap perempuannya seperti Fatayat Nahdlatul Ulama atau Aisyiyah 
Muhammadiyah.  Selain itu, usaha lain juga dilakukan organisasi masyarakat sipil lain yang berbasis lintas iman. Di 
Depok, Fatayat NU, Basolia, GP Anshor Depok, menjalankan kegiatan beragam seperti bakti sosial, pengobatan 
massal, dan pagelaran seni lintas agama hingga penanganan anak jalanan. Di Bogor, Aisyiyah dan Fatayat NU dan 
tokoh-tokoh agama lokal juga mengembangkan usaha merespons radikalisme melalui dakwah dan bakti sosial. 
Di Solo Raya, Nasyiatul Aisyiyah (NA) dan Fatayat NU Kota Solo aktif mengambil inisiatif upaya pencegahan. 
Anggota NA telah memiliki program pendampingan perempuan korban berbagai macam kekerasan, seperti 
pelecehan seksual, KDRT, dan juga terorisme. Selain Fatayat NU dan Nasyiatul Aisyiyah, di Malang terdapat 
Sekolah Perempuan Kota Batu, dan Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan Keuskupan. Sekolah 
Perempuan memberi pengajaran mengenai ekonomi, sosial budaya, politik, dan hukum juga memberi 
pembekalan untuk mengenal isu-isu radikalisme. Sedang Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan 
Keuskupan aktif melakukan kegiatan untuk membina hubungan baik antara agama dan kepercayaan serta 
meningkatkan toleransi antar umat. 
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Di Sumenep, upaya pencegahan baru sampai pada tahap penolakan secara verbal (verbal rejection). Belum 
ada program khusus yang dilakukan pemerintah daerah ataupun organisasi masyarakat untuk mengatasi 
kehadiran kelompok organisasi intoleran atau radikal di Sumenep. 

Program WISE (Women Participation for Inclusive Society) yang diinisiasi Wahid Foundation atas dukungan 
UN Women di lima wilayah penelitian dapat dilihat sebagai program yang cukup menjanjikan. Program ini 
menjadikan pendekatan ekonomi untuk memperkuat toleransi dan perdamaian. Misalnya melalui simpan 
pinjam, pelatihan keuangan, dan penguatan nilai-nilai toleransi. Sebagai program yang baru berjalan kurang 
dari satu tahun, program ini kemungkinan baru akan menyiapkan fondasi-fondasi awal untuk dikembangkan 
di masa mendatang.

Secara umum, dapat dikatakan komunitas dan organisasi-organisasi moderat di lima wilayah tersebut 
belum banyak menyasar kelompok-kelompok rentan khususnya yang memiliki kecenderungan radikal atau 
sudah terlibat dalam tindakan radikal. Misalnya menyasar keluarga mantan pelaku teroris atau mahasiswi di 
kampus-kampus negeri. Aktor-aktor ini umumnya menyasar anggota-anggota mereka atau kelompok yang 
diidentifikasi sebagai moderat.

Jika dilihat dari level pemberdayaan, efektivitas dari inisiasi dan upaya-upaya yang dilakukan tersebut bervariasi. 
Perbedaan ini tampaknya dipengaruhi oleh beberapa hal. Misalnya, kekuatan antar jaringan organisasi 
masyarakat sipil di masing-masing wilayah, termasuk antara organisasi masyarakat dengan pemerintah. 

Rekomendasi

Berdasarkan enam temuan utama tersebut, riset ini mengajukan tujuh rekomendasi.

Pertama, mendorong Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terus meningkatkan pemenuhan hak-
hak sipil dan politik warga negara sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan, termasuk di 
dalamnya pemenuhan hak-hak tersangka dan terpidana, termasuk keluarga, pelaku aksi-aksi intoleran dan 
radikal. Upaya ini diharapkan bisa mengurangi ketidakpuasan-ketidakpuasan yang pada akhirnya mendorong 
lahirnya aksi intoleransi dan radikalisme. Kepala Daerah di lima wilayah penelitian sudah sepatutnya menghapus 
atau merevisi kebijakan diskriminatif. 

Kedua, mendorong Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia 
menghapus atau merevisi peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dan tingkat lokal yang 
diskriminatif seperti UU PNPS 1965 atau peraturan daerah yang membatasi hak-hak perempuan.  
 
Ketiga, mendorong Pemerintah Pusat mewakili Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), 
memasukan pasal-pasal dalam revisi UU Anti-Terorisme yang mengatur pencegahan dan penanganan 
keterlibatan perempuan dan anak dalam aksi terorisme. 

Keempat, mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP PA) 
mengembangkan pengarusutamaan gender melalui kerjasama dengan organisasi keagamaan dan tokoh agama 
perempuan.
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Kelima, mendorong lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan pemerintah seperti 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Pusat Penelitian Pengembangan Kementerian Agama, 
Kementerian Sosial, KPP PA untuk mengembangkan kajian dan riset yang menyediakan data dan analisis 
mengenai keterlibatan perempuan dalam aksi intoleransi dan radikalisme, termasuk dampak kebijakan dan 
peraturan diskriminatif terhadap perempuan dengan meningkatnya intoleransi dan radikalisme.

Keenam, mendorong organisasi perempuan ormas keagamaan moderat seperti Fatayat, Aisyiyah, dan 
organisasi masyarakat sipil lain di tingkat nasional maupun lokal mengembangkan kegiatan-kegiatan yang 
bertujuan mengatasi faktor-faktor pendorong dan penarik radikalisme di kalangan perempuan seperti 
kegiatan konseling, pengajian keagamaan berisi materi-materi moderat, pendidikan pra-nikah, penguatan 
keluarga, dan pendampingan ekonomi perempuan. 

Ketujuh, mendorong kerjasama pemerintah pusat dan lima daerah dengan organisasi masyarakat sipil 
mengembangkan program yang menyasar langsung kelompok-kelompok rentan dan wilayah-wilayah rentan 
dengan pelibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat, termasuk pemberdayaan ekonomi keluarga mantan 
narapidana terorisme. 
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